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ABSTRAK - bahwa hewan sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang
Maha Esa mempunyai peran penting dalam kehidupan
manusia baik sebagai penghasil bahan pangan yang
aman, sehat, utuh, dan halal serta bahan baku yang
pemanfaatanya ditujukan untuk kesehatan dan
kesejahteraan manusia;

- bahwa dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan
hewan, wupaya pengamanan maksimal terhadap
pemasukan dan pengeluaran ternak, hewan, dan produk
hewan, pencegahan penyakit hewan dan 2zoonosis,
penguatan otoritas veteriner, persyaratan halal bagi
produk hewan yang dipersyaratkan, serta penegakan
hukum terhadap pelanggaran kesejahteraan hewan, perlu
disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan
masyarakat;

- bahwa dengan telah diundangkannya UndangUndang
Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan, Pemerintah Daerah mempunyai
kewenangan untuk menyelenggarakan peternakan dan
kesehatan hewan;

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan
Peternakan dan Kesehatan Hewan;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 Ayat
(6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa
Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1954 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 16 dan
17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar
dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5619); Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5360);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan,
Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten
Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3381); Peraturan
Pemerintah Nomor 78 tahun 1992 Tentang Obat Hewan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3509); Peraturan Pemerintah Nomor 48
Tahun 2011 Tentang Sumber Daya Genetik Hewan Dan
Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5260); Peraturan Pemerintah
Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Alat dan Mesin
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang
Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan
Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5296); Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran



CATATAN

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5391); Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014
tentang Penanggulangan dan Pengendalian Penyakit
Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5543); Peraturan Pemerintah Nomor 3
Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6019); Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang
Budi Daya Peliharaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 115); Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang
Penyelengaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 68).

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang asas,
maksud, tujuan; sumber daya; peternakan; kesehatan
hewan; kesehatan masyarakat veteriner, RPH,
kesejahteraan hewan; otoritas veteriner daerah dan
dokter hewan berwenang; pemberdayaan peternak dan
usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
pengembangan sumber daya manusia; penelitian dan
pengembangan; perizinan; pembinaan dan pengawasan;
pembiayaan; ketentuan penyidikan; sanksi administratif.

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
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